
 

 

 

BUPATI BANGKA SELATAN 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN 

NOMOR    11.A    TAHUN 2021 

TENTANG 

STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKA SELATAN, 

Menimbang 

 

 

 

Mengingat 

 

: 

 

 

 

: 

bahwa mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 

tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Standar Biaya 

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2021; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 

Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 

 

 



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6390); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 5533); 

 

 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 57); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH 

KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati  Bangka Selatan. 



5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten 

Bangka Selatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna 

Barang. 

6. Unit Kerja Perangkat Daerah adalah Unit Kerja atau 

bagian atau subordinat dari Perangkat Daerah. 

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disebut DPA-PD adalah dokumen yang 

memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 

pengguna anggaran. 

8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 

Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat 

Daerah yang dipimpinnya. 

9.  Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 

KPA adalah pejabat yang diberikuasa untuk 

melaksanakan sebagaian kewenangan pengguna 

anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan 

fungsi Perangkat Daerah. 

10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA 

untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan 

tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja Negara/anggaran belanja daerah. 

11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya 

disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan 

fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 

disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang 

melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu 

program sesuai dengan bidang tugasnya. 

13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang 

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 

pada SKPD. 



14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang 

ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

untuk keperluan belanja daerah dalam rangka 

pelaksanaan APBD pada SKPD. 

BAB II 

PRINSIP 

Pasal 2 

(1) Perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban 

standar biaya kegiatan OPD dilakukan berdasarkan 

prinsip sebagai berikut : 

a. efisien; 

b. efektivitas; 

c. terukur; 

d. akuntabel; 

e. transparan; dan 

f. tertib administrasi. 

(2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. efisien berarti bahwa perencanaan alokasi anggaran 

standar biaya OPD harus sesuai dengan kebutuhan 

nyata; 

b. efektivitas berarti bahwa pelaksanaan standar biaya 

kegiatan OPD mempunyai kontribusi terhadap daerah 

dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan; 

c. terukur berarti bahwa setiap pelaksanaan standar 

biaya kegiatan mempunyai hasil yang jelas dan nyata; 

d. Akuntabel berarti bahwa perencanaan dan 

pelaksanaan standar biaya kegiatan dapat 

dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun 

administrasi; 

e. Transparan berarti bahwa perencanaan pelaksanaan 

danpertanggungjawaban standar biaya bersifat 

terbuka; dan 

 



f. Tertib administrasi berarti bahwa perencanaan, 

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban standar biaya 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan didukung dengan bukti 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

BAB III 

STANDAR BIAYA 

Pasal 3 

(1) Standar honorarium merupakan batasan harga tertinggi. 

(2) Standar harga barang/jasa bersifat estimasi atau 

berdasarkan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan 

kegiatan. 

(3) Besaran honorarium pelaksanaan kegiatan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.. 

 

Pasal 4 

Besaran honorarium kegiatan di luar yang diatur dalam 

Lampiran Peraturan Bupati ini, ditetapkan lebih lanjut 

dengan Keputusan Bupati / Sekretaris Daerah dengan 

mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mempunyai daya laku surut sejak 

tanggal 2 Januari 2021. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IIV 

PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan. 

 

 

       Ditetapkan di Toboali 

       pada tanggal   1     Maret 2021 
                BUPATI BANGKA SELATAN, 

 

      dto 

        RIZA HERDAVID 

 

Diundangkan di Toboali 

pada tanggal     1    Maret 2021 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 

     KABUPATEN BANGKA SELATAN, 
 

 

                        dto 

            ACHMAD ANSYORI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 11.A 


